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ABSTRAK 
Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
sutanto@setjen.mpr.go.id 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 
kinerja pelaksanaan anggaran pada empat komponen indikator IKPA, serta 
merumuskan strategi peningkatan pada setiap indikator di Setjen MPR RI. 
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi pada indikator Revisi 
DIPA meliputi: (1)perencanaan anggaran yang belum matang; (2)kebijakan fiskal 
nasional seperti efisiensi anggaran; (3)dinamika kegiatan pimpinan dan anggota 
MPR. Faktor yang mempengaruhi pada indikator Deviasi Halaman III DIPA 
meliputi: (1) penyusunan RPD awal tahun masih pro rata; (2)kurangnya koordinasi 
antara penyusun anggaran dengan pelaksana kegiatan dalam menyusun Rencana 
Penarikan Dana (RPD); (3) RPD tidak di update; (4)pimpinan unit kerja kurang 
concern terhadap akurasi RPD. Faktor yang mempengaruhi pada indikator 
Penyerapan Belanja Modal yaitu: (1)adanya blokir anggaran belanja modal di awal 
tahun anggaran; (2)permintaan/kebutuhan mendadak yang belum dianggarkan 
dalam DIPA; (3)belum optimalnya monitoring dan evaluasi pengadaan belanja 
modal. Faktor yang mempengaruhi indikator pengelolaan UP KKP yaitu: 
(1)keterbatasan infrastruktur merchant KKP; (2)tidak ada target internal  
penggunaan KKP; (3)keterbatasan jumlah fisik KKP. Berdasarkan faktor-faktor 
yang teridentifikasi tersebut, penelitian ini merumuskan strategi peningkatan 
kinerja pelaksanaan anggaran pada setiap indikator yang mencakup penguatan 
kualitas perencanaan anggaran dan akurasi penyusunan RPD, percepatan 
pelaksanaan kontrak dini belanja modal, penguatan monitoring dan evaluasi 
berbasis aplikasi OM-SPAN dan SAKTI, serta penetapan target penggunaan KKP 
yang terukur. 

Kata Kunci: IKPA, Kinerja Pelaksanaan Anggaran, Revisi DIPA, Deviasi Halaman 
III DIPA, Belanja Modal, Kartu Kredit Pemerintah, Setjen MPR RI 
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ABSTRACT 

Analysis of Budget Execution Performance at the Secretariat General of the 
People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia  

sutanto@setjen.mpr.go.id 
 

This study aims to identify the factors affecting budget execution performance 
across four components of the Budget Execution Performance Indicator (Indikator 
Kinerja Pelaksanaan Anggaran, IKPA) and to formulate improvement strategies 
for each indicator at the Secretariat General of the MPR RI. A qualitative approach 
with a case study design was employed. The findings show that the factors affecting 
the DIPA Revision indicator comprise: (1) insufficiently mature budget planning; 
(2) national fiscal policies such as budget efficiency measures; and (3) the dynamic 
nature of the activities of the MPR leadership and members. The factors affecting 
the DIPA Page III Deviation indicator comprise: (1) the pro rata basis still used in 
preparing the Fund Disbursement Plan (Rencana Penarikan Dana, RPD) at the 
beginning of the fiscal year; (2) weak coordination between budget planners and 
activity implementers in preparing the RPD; (3) failure to update the RPD; and (4) 
limited concern among work unit heads for RPD accuracy. The factors affecting the 
Capital Expenditure Absorption indicator are: (1) the blocking of capital 
expenditure appropriations at the start of the fiscal year; (2) urgent requests or needs 
not provided for in the DIPA; and (3) suboptimal monitoring and evaluation of 
capital expenditure procurement. The factors affecting the Government Credit Card 
(KKP) Cash Advance Management indicator are: (1) limited KKP merchant 
infrastructure; (2) the absence of internal targets for KKP utilisation; and (3) the 
limited number of physical KKP cards issued. Based on the identified factors, this 
study formulates strategies for improving budget execution performance on each 
indicator, encompassing the strengthening of budget planning quality and RPD 
accuracy, acceleration of early contracting for capital expenditure, strengthening of 
monitoring and evaluation based on the OM-SPAN and SAKTI applications, and 
the establishment of measurable KKP utilisation targets.  

Keywords: IKPA, Budget Execution Performance, DIPA Revision, DIPA Page III 
Deviation, Capital Expenditure Absorption, Government Credit Card. 
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BAB I 

PERMASALAHAN PENELITIAN 

A. Latar Belakang 

Pengelolaan keuangan negara yang meliputi pendapatan, belanja, utang, dan 

aset negara merupakan komponen penting untuk menciptakan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance) (Sitorus et al., 2025). Momentum 

reformasi pengelolaan keuangan negara ditandai dengan diberlakukannya tiga 

undang undang yang mengatur tentang keuangan negara yaitu UU Nomor 17 Tahun 

2003 tentang Keuangan Negara,  UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara. Implementasi ketiga Undang-Undang tentang 

Keuangan Negara tersebut memberikan amanat perbaikan dalam sistem keuangan 

negara dengan substansi perubahan yang krusial yaitu diberlakukannya anggaran 

berbasis kinerja (Sujai, 2012). Dalam penganggaran berbasis kinerja sangat 

memperhatikan keselarasan antara anggaran yang digunakan (input) dengan hasil 

kinerja yang diinginkan (output).  

Penganggaran merupakan salah satu prinsip utama dalam administrasi publik. 

Paradigma administrasi publik saat ini menganut sistem New Public Management 

(NPM) di mana dalam implementasinya mengadopsi dari sektor privat atau swasta. 

Dalam NPM, organisasi sektor publik didorong untuk mengembangkan 

pengelolaan yang lebih profesional dalam menjalankan fungsi pemerintahan 

(Hood, 1991). Penganggaran dalam administrasi publik berfungsi mengatur 

penggunaan sumber daya untuk pembangunan. Pemerintah tidak hanya menyusun 

daftar belanja tetapi juga merumuskan program prioritas, menentukan strategi 

pencapaian serta memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan bermanfaat untuk 

publik. 

Sebagai bagian dari siklus kebijakan publik, proses penganggaran, 

pelaksanaan, serta pertanggungjawaban keuangan negara tidak hanya menjadi 

sarana untuk memastikan tercapainya program pembangunan, tetapi juga cerminan 
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transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara. Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menekankan bahwa pengelolaan setiap 

rupiah dana publik harus diarahkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 

masyarakat. Nasution (Priyantono et. al. 2017) mengungkapkan bahwa Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berfungsi strategis dalam menjaga 

stabilitas perekonomian, mendorong pertumbuhan, serta memperkuat pemerataan 

pendapatan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan nasional. Dapat dikatakan 

bahwa pelaksanaan APBN merupakan tahapan terpenting dalam siklus anggaran 

(Priyantono et al., 2017). Oleh karena itu, evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran 

menjadi penting untuk menilai sejauh mana prinsip efisiensi, efektivitas, dan 

kepatuhan telah diterapkan dalam mengelola keuangan negara. Guna memperoleh 

informasi apakah pengelolaan APBN telah dilaksanakan secara efektif dan efisien 

dalam rangka memakmurkan masyarakat, diperlukan sebuah instrumen untuk 

mengukur kinerja pemerintah pusat yang memuat indikator kinerja APBN 

berkualitas dan akuntabel (Santosa dan Akbar, 2021). 

Belanja negara merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang 

memiliki peran strategis dalam mendorong perekonomian nasional agar berjalan 

secara optimal di tengah dinamika ekonomi global dan domestik. Belanja 

Kementerian/Lembaga (K/L) dalam tiga tahun terakhir terus mengalami kenaikan 

dari Rp1.084,7 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp1.090,8 triliun pada tahun 2024 

(Kementerian Keuangan, 2025). Besarnya belanja K/L tersebut harus dikelola 

optimal yang berorientasi pada prinsip spending better atau belanja berkualitas 

yaitu suatu paradigma pengelolaan keuangan negara yang mengedepankan 

efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta keberpihakan terhadap 

prioritas pembangunan nasional. 
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Gambar 1.1 Belanja K/L Tahun 2020-2024 dalam triliun 

  

Sumber: Kementerian Keuangan 
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan kini menuntut seluruh satuan 

kerja pada K/L untuk mengelola belanja negara berlandaskan prinsip value for 

money (VFM). Konsep ini menekankan perolehan kombinasi terbaik antara biaya 

yang dikeluarkan dan mutu barang maupun jasa yang dihasilkan. Ketika diterapkan 

dalam sektor publik, VFM dipahami sebagai keseimbangan yang wajar antara 

pengeluaran pemerintah dan manfaat yang dirasakan masyarakat (Glendinning, 

1988). Karena itu, setiap K/L diarahkan untuk memaksimalkan nilai yang 

dihasilkan dari setiap rupiah anggaran yang digunakan. 

Untuk menjamin bahwa setiap satuan kerja di Kementerian/Lembaga 

melaksanakan belanja negara sesuai prinsip value for money, Kementerian 

Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) telah menetapkan instrumen 

sebagai alat ukur untuk melakukan pemantaun dan evaluasi terhadap belanja negara 

pada seluruh satuan kerja yaitu Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). 

Implementasi pengukuran IKPA dirancang untuk memberikan penilaian terhadap 

efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan satuan kerja dalam merealisasikan anggaran 

sesuai dengan target yang direncanakan. 

Penilaian IKPA mulai diterapkan oleh Kementerian Keuangan sejak tahun 

2014, namun seiring dengan perkembangan kebijakan fiskal, sistem penilaian ini 
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telah mengalami beberapa kali reformulasi dan penyederhanaan dari sebelumnya 

terdiri atas tiga belas indikator menjadi delapan indikator. Ketentuan terbaru 

penilaian IKPA tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 

PER-5/PB/2024 mengenai Petunjuk Teknis Penilaian IKPA bagi Kementerian 

Negara dan Lembaga. Penyempurnaan IKPA ini dilakukan untuk memperkuat 

kualitas belanja pemerintah, mengedepankan prinsip Value for Money dalam 

pengukuran kinerja, serta memastikan adanya perlakuan yang objektif dalam 

menilai kinerja satuan kerja, unit eselon I, maupun K/L secara keseluruhan 

(Manangin et al., 2023). IKPA terdiri dari tiga aspek utama dengan delapan 

komponen dan bobot penilaian indikator sebagaimana dalam tabel berikut ini: 

Tabel 1.1 Aspek dan Bobot Kinerja Komponen Indikator Penilaian IKPA 
 

No Aspek Indikator Bobot 

1 Kualitas Perencanaan 
Anggaran 

Revisi DIPA 10 % 
Deviasi Halaman III DIPA 15 % 

2 Kualitas Implementasi 
Pelaksanaan Anggaran 

Penyerapan Anggaran 20 % 
Belanja Kontraktual 10 % 
Penyelesaian Tagihan 10 % 
Pengelolaan Uang Persediaan 
(UP) / Tambahan Uang 
Persediaan (TUP) 

10 % 

Dispensasi SPM 
Menjadi 

pengurang nilai 
IKPA 

3 Kualitas Hasil Pelaksanaan 
Anggaran Capaian Output 25 % 

Total 100 % 
 
Penilaian IKPA dikelompokkan menjadi empat kategori penilaian sebagaimana 

dalam tabel berikut: 

Tabel 1.2 Kategori Penilaian IKPA 
No Nilai IKPA Kategori 
1 Nilai IKPA ≥ 95 Sangat Baik 
2 89 ≤ Nilai IKPA < 95 Baik 
3 70 ≤ Nilai IKPA < 89 Cukup 
4 Nilai IKPA < 70 Kurang 

 
Sesuai data yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan, pada tahun 

anggaran 2023 terdapat sebelas K/L (13%) dengan capaian IKPA berkategori 
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“Cukup”, lima puluh empat K/L (66%) memperoleh kategori “Baik”, dan tujuh 

belas K/L (21%) mendapatkan kategori “Sangat Baik”, dengan demikian terdapat 

87% K/L telah mendapatkan kategori minimal baik dalam pengelolaan anggaran 

berdasarkan penilaian IKPA, sedangkan target idealnya adalah 95%. 

Hasil monitoring dan evaluasi oleh Kementerian Keuangan menunjukkan 

bahwa capaian nilai IKPA pada Satuan Kerja K/L terus mengalami tren perbaikan 

dalam lima tahun terakhir dari semula 93,1 pada 2018 menjadi 94,26 pada tahun 

2023. Meskipun demikian, masih ditemukan permasalahan pada aspek kesesuaian 

antara perencanaan anggaran terhadap pelaksanaan belanja yaitu pada indikator 

Halaman III DIPA yang memperoleh nilai terendah dengan capaian sebesar 72,52 

atau berkategori “cukup” dengan deviasi sebesar 27,48%. Selain itu, kinerja 

pengelolaan Uang Persediaan (UP) yang menggunakan transaksi Kartu Kredit 

Pemerintah (KKP) masih rendah yang disebabkan oleh infrastruktur penggunaan 

KKP yang belum merata. Sejak diberlakukan pertama kali pada tahun 2019, volume 

transaksi KKP secara nasional hanya mencatatkan angka Rp242,53 miliar. Dari 

tahun ke tahun jumlah transaksi terus mengalami peningkatan hingga mencapai 

Rp1,52 Triliun pada tahun 2024. Meskipun mengalami kenaikan yang cukup 

signifikan, transaksi KKP dinilai belum bisa mencapai potensi maksimal dari 

penggunaannya (Yulianto, 2025). Permasalahan juga terjadi pada aspek kualitas 

pelaksanaan anggaran, di mana pada rentang waktu 2022 – 2023 kinerja penyerapan 

anggaran seluruh K/L pada periode triwulan II dan triwulan III belum mencapai 

target. 

Tabel 1.3 Perkembangan Nilai IKPA Nasional per Indikator 

No Indikator 
TAHUN 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Revisi DIPA 100 100 100 99,87 99,9 99,94 

2 
Deviasi Halaman III 
DIPA 

87,4 84,97 75,68 73,77 69,8 72,52 

3 Pagu Minus 99,74 99,8 99,77 84,07 – – 

4 
Pengelolaan 
UP/TUP 

85 94 94 94 96,2 96,67 

5 LPJ Bendahara 89,2 98,08 99,6 99,62 – – 
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6 
Belanja/Data 
Kontrak 

80 85 83 92 91,2 92,49 

7 Dispensasi SPM 100 80 80 80 100 85 

8 
Penyelesaian 
Tagihan 

93 95,43 98,1 97,68 97,4 98,55 

9 
Penyerapan 
Anggaran 

100 100 97,41 100 95,8 96,39 

10 Retur SP2D 99,6 99,6 99,64 99,63 – – 
11 Capaian Output – – 97,22 99,41 97,92 98,85 
12 Perencanaan Kas 88 98,25 98,12 97,4 – – 
13 Kesalahan SPM 96,2 80 85 85 – – 

RATA RATA NILAI 
IKPA NASIONAL 

93,11 93,49 93,6 93,3 94,09 94,26 

Sumber: Materi Sosialisasi IKPA 2024 
 

Beberapa fenomena permasalahan kinerja anggaran pada tingkat nasional 

sebagaimana diuraikan sebelumnya ternyata juga dialami oleh Sekretariat Jenderal 

MPR RI (Setjen MPR RI). Alokasi pagu anggaran Setjen MPR RI tercatat naik 

cukup tinggi dalam tiga tahun terakhir dari Rp770,52 miliar pada tahun anggaran 

2022, menjadi Rp924 miliar pada tahun anggaran 2024. Sebagai wujud komitmen 

kelembagaan dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang efektif, efisien, 

dan akuntabel, Setjen MPR RI  telah menetapkan target capaian IKPA sebesar 95 

atau berkategori “Sangat Baik” yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian 

Kinerja. Namun dalam pelaksanaannya target nilai IKPA pada dua tahun terakhir 

tidak tercapai. 

Gambar 1.2 Pagu Anggaran Setjen MPR (miliar) 
 

 

Sumber : Laporan Keuangan Setjen MPR 
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Tabel 1.4 Target dan Capaian IKPA Setjen MPR RI 

Tahun Target IKPA Capaian IKPA IKPA Nasional 
2023 95 91,91 94,26 
2024 95 91,65 96,14 

Sumber : data sekunder (diolah) 

Sebagaimana data dalam tabel di atas, nilai IKPA Setjen MPR RI pada tahun 

2023 sampai dengan 2024 tidak mencapai target dan justru mengalami tren 

penurunan dari 91,91 menjadi 91,65 bahkan capaian tersebut masih di bawah rata-

rata nilai IKPA K/L pusat yaitu sebesar 94,26 (Tahun 2023) dan 96,14 (Tahun 

2024). Tidak tercapainya target kinerja pelaksanaan anggaran di Sekretariat 

Jenderal MPR RI tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi pada 

tujuh komponen indikatornya. 

Tabel 1.5 Nilai IKPA Setjen MPR Per Indikator 
 
 
 

Thn 

 
 
 

Ket. 

Kualitas 
Perencanaan 

Anggaran 

 
 

Kualitas Pelaksanaan Anggaran 

Kualitas 
Hasil 

Pelaksanaan 
Anggaran 

 
Total 
Nilai 
IKPA 

Revisi 
DIPA 

Deviasi 
Halaman 
III DIPA 

Penyerapan 
Anggaran 

Belanja 
Kontraktual 

Penyelesaian 
Tagihan 

Pengelolaan 
UP dan 

TUP 

Capaian 
Output 

2023 Nilai 100 64,12 89,49 92,06 95,65 93,23 100 91,91 
2024 Nilai 90 69,81 96,57 100 97,08 94,96 98,65 91,65 

Sumber : Aplikasi OM-SPAN 
 

Dari capaian nilai pada delapan indikator IKPA Setjen MPR RI, terdapat 

empat indikator yang menunjukkan capaian kinerja baik yaitu pada indikator 

belanja kontraktual dengan nilai 100, indikator penyelesaian tagihan dengan nilai 

95 - 97, dan indikator capaian output dengan nilai 98 – 100, serta Dispensasi SPM 

juga sangat baik. Sedangkan empat indikator belum optimal yaitu Revisi DIPA, 

Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran khususnya pada sub komponen 

penyerapan belanja modal, dan Pengelolaan UP/TUP khususnya pada sub indikator 

pengelolaan UP KKP. 

Permasalahan pertama terdapat pada indikator Revisi DIPA yang dipakai 

untuk menilai kualitas perencanaan anggaran pada satuan kerja (satker). Indikator 

ini memberikan gambaran bahwa semakin banyak revisi DIPA yang dilakukan 

dalam satu semester, maka semakin rendah kualitas perencanaan anggaran satker. 
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Pada tahun anggaran 2024, jumlah revisi DIPA dalam satu semester di Satuan Kerja 

lingkup Setjen MPR RI masih cukup tinggi. Berdasarkan Laporan Keuangan 

Sekretariat Jenderal MPR RI Audited, Tahun 2023 Setjen MPR melakukan total 

tiga puluh satu (31) kali revisi anggaran dengan rincian Satuan Kerja Sekretariat 

Jenderal melakukan revisi anggaran sebanyak lima belas (15) kali dan Satuan Kerja 

Majelis melakukan revisi anggaran sebanyak enam belas (16) kali. Jumlah revisi 

DIPA pada tahun 2024 naik menjadi total empat puluh (40) kali dengan rincian 

sembilan belas (19) kali di Satuan Kerja Sekretariat Jenderal dan dua puluh satu 

(21) kali di Satuan Kerja Majelis. Hasil penelitian Seftianova dan Adam (2013) 

mengemukakan bahwa Revisi DIPA yang berulang dapat menghambat pelaksanaan 

kegiatan karena proses persetujuan revisi membutuhkan waktu, sehingga 

berimplikasi pada keterlambatan realisasi program dan menimbulkan penumpukan 

anggaran di akhir tahun. Jumlah frekuensi revisi DIPA menggambarkan kualitas 

DIPA satuan kerja yang erat kaitannya dengan perencanaan anggaran. DIPA akan 

semakin berkualitas apabila satker K/L menyusun perencanaan anggaran secara 

lebih baik (Suwito, 2020). Dengan demikian, frekuensi Revisi DIPA yang tinggi 

pada satuan kerja mencerminkan perencanaan anggaran yang tidak matang.  

Gambar 1.3 Grafik Jumlah Revisi DIPA di Setjen MPR RI 

 

Sumber : Laporan Keuangan Setjen MPR 
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(RPD) dan realisasi anggaran bulanan berdasarkan jenis belanja. Indikator ini 

menunjukkan sejauh mana perbedaan terjadi antara rencana dan realisasi anggaran 

dalam setiap kategori pengeluaran. RPD dipandang sebagai elemen kunci dalam 

optimalisasi manajemen kas Pemerintah Pusat. Instrumen ini memuat estimasi 

penerimaan negara, rencana pengeluaran, serta kebutuhan cadangan kas untuk 

periode tertentu sehingga mendukung kemudahan pelaksanaan APBN (Sigit, 2019). 

Selain itu, ketepatan proyeksi penggunaan anggaran sangat menentukan terjaganya 

likuiditas dan menjadi langkah mitigasi agar tidak terjadi defisit kas yang berpotensi 

menghambat kelancaran operasional pemerintahan (Susilo dan Trisulo, 2025). 

Perlu ditegaskan bahwa relevansi tersebut bersifat agregat, yakni akurasi RPD 

seluruh satuan kerja secara kolektif menjadi dasar proyeksi kas negara, sedangkan 

pada tingkat satuan kerja, indikator Deviasi Halaman III DIPA berfungsi sebagai 

ukuran disiplin fiskal dan kualitas perencanaan kas. 

Tabel 1.6 Deviasi Halaman III DIPA Setjen MPR RI 

Bulan Deviasi Halaman III DIPA 

2023 2024 
Jan 0,00% 53,58% 
Feb 225,27% 0,02% 
Mar 26,13% 27,69% 
Apr 2,77% 64,43% 
Mei 26,29% 24,30% 
Jun 56,59% 35,46% 
Jul 28,73% 11,19% 
Agt 46,51% 40,33% 
Sep 22,47% 50,33% 
Okt 46,66% 49,24% 
Nov 5,77% 38,60% 
Des 5,77% 38,60% 
Avg. 41,08% 36,15% 
Sumber: Aplikasi OM-SPAN (diolah) 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dalam rentang waktu tahun 2023 - 

2024, persentase deviasi Halaman III DIPA masih cukup besar, yaitu 41,08% dan 

36,15%. Tingginya deviasi Halaman III DIPA menggambarkan rencana kebutuhan 

anggaran setiap bulan yang telah disusun tidak sesuai dengan realisasi belanjanya. 
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Rencana penarikan dana dikatakan akurat jika selisih antara rencana terhadap 

realisasi anggarannya tidak melebihi batas toleransi sebesar lima persen.  

Selanjutnya permasalahan pada aspek kualitas pelaksanaan anggaran dengan 

salah satu indikatornya adalah penyerapan anggaran. Indikator ini mendorong 

setiap Kementerian / Lembaga untuk melaksanakan penyerapan anggaran secara 

proporsional di setiap triwulan. Penyerapan anggaran dapat menjadi faktor kunci 

dalam pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran karena memiliki bobot penilaian 

20%. Serapan anggaran di Sekretariat Jenderal MPR RI belum proporsional dalam 

setiap periode triwulan. Tren realisasi anggaran Setjen MPR RI secara triwulanan 

pada rentang waktu tahun anggaran 2023 sampai dengan tahun anggaran 2024 dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

Gambar 1.4 Penyerapan Anggaran Setjen MPR RI 

 

Sumber: Aplikasi SAKTI  (diolah) 

Realisasi anggaran Setjen MPR RI pada periode Tahun 2023-2024, 

menunjukkan rata-rata penyerapan anggaran mencapai 95 persen. Namun, realisasi 

yang cukup tinggi tersebut belum diiringi dengan tren penyerapan anggaran secara 

proporsional yaitu masih cenderung meningkat tajam pada triwulan empat. Pada 

indikator penyerapan anggaran dinilai berdasarkan target proporsi realisasi per jenis 

belanja yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal yang 

diukur secara periodik per triwulan. Jenis belanja modal menunjukkan kinerja 

serapan anggaran paling buruk yaitu 0% pada triwulan I; 0,61% pada triwulan II, 

10,36% pada triwulan III; dan baru melonjak drastis menjadi 95% pada triwulan 
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Tabel 1.7 Target Penyerapan Anggaran Triwulan dalam pengukuran IKPA 

Jenis Belanja TW I (%) TW II (%) TW III (%) TW IV (%) 
Belanja Pegawai (51) 20 50 75 95 
Belanja Barang (52) 15 50 70 90 
Belanja Modal (53) 10 40 70 90 

 
Tabel 1.8 Penyerapan anggaran per jenis belanja di Setjen MPR RI 

Jenis 
Belanja 

2023 2024 
TW1(%) TW2(%) TW3(%) TW4(%) TW1(%) TW2(%) TW3(%) TW4(%) 

Belanja 
Pegawai (51) 

14,68 41,59 64,99 91,91 18,27 41,97 62,58 87,85 

Belanja 
Barang (52) 

14,86 40,96 62,29 97,03 21,97 41,98 67,21 95,44 

Belanja 
Modal (53) 

11,64 21,11 31,43 72,32 0 0,61 10,36 95,23 

Sumber : Aplikasi SAKTI (diolah) 

 

Sebagaimana tersaji dalam kedua tabel di atas, penyerapan anggaran Setjen 

MPR RI tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Sinaga (2016) menyatakan 

bahwa ketika target realisasi anggaran tidak terpenuhi maka manfaat belanja 

menjadi hilang. Sebagian dana yang sudah disediakan pemerintah tidak terserap 

dan pada praktiknya hanya menganggur. Jika pengalokasian dilakukan secara lebih 

efisien, maka sekalipun sumber dana terbatas, negara tetap dapat mengoptimalkan 

pembiayaan untuk program-program strategis lainnya. 

Kendala juga terjadi pada pelaksanaan belanja kontraktual yang merupakan 

komponen IKPA untuk mengukur upaya satker dalam mengakselerasi atau 

mempercepat belanja kontraktual. Aspek belanja kontraktual merupakan bentuk 

realisasi anggaran pemerintah yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa 

melalui pihak ketiga yang pelaksanaannya didasarkan pada kesepakatan atau 

kontrak tertulis (Manangin et al., 2023). Semakin cepat belanja kontraktual 

dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan, maka poin penilaian kinerja anggaran 

semakin tinggi. Pengukuran kinerja anggaran pada indikator belanja kontraktual 

merupakan komposit dari tiga komponen yaitu: (1)Akselerasi Kontrak Dini (bobot 

40%), (2)Akselerasi Belanja Modal (bobot 40%), dan(3) Komponen Distribusi 
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Akselerasi Kontrak (bobot 20%). Pada tahun 2024 pengadaan belanja modal di 

Setjen MPR RI baru terealisasi mulai bulan Agustus, sehingga kinerja pada aspek 

akselerasi belanja modal tidak maksimal. 

 
Tabel 1.9 Pelaksanaan Kontrak Belanja Modal Tahun 2024 

 
Sumber: Aplikasi OM-SPAN (Diolah) 

     

Indikator penyelesaian tagihan dalam kerangka penilaian kinerja 

pelaksanaan anggaran berfungsi untuk mengukur tingkat ketepatan waktu 

penyampaian Surat Perintah Membayar Langsung Kontraktual (SPM LS 

Kontraktual) oleh masing-masing satuan kerja kepada instansi yang berwenang. 

Suatu penyampaian SPM LS Kontraktual dikategorikan tepat waktu apabila seluruh 

proses penyelesaian dokumen pembayaran tersebut tidak melampaui batas toleransi 

17 (tujuh belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal penandatanganan Berita Acara 

Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) hingga 

dokumen dimaksud dinyatakan diterima secara resmi oleh Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN). Sesuai dengan data yang diperoleh dan diolah 

penulis dari aplikasi OM-SPAN, masih terdapat penyelesaian tagihan yang 

terlambat di Setjen MPR RI pada tahun 2023 – 2025. Keterlambatan penyelesaian 

tagihan juga berdampak pada keterlambatan penyerapan anggaran, di mana 
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Mardiasmo (2016) berpendapat bahwa penundaan dalam penyerapan anggaran 

menyebabkan penurunan nilai kini (present value) dari anggaran tersebut, sehingga 

kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi lebih rendah dari yang 

ditargetkan. 

Tabel 1.10 Keterlambatan penyelesaian tagihan kontraktual Tahun 2023 – 2025 

Satker 

2023 2024 2025 

Jml. 
Kontrak 

Terlamba
t 

Jml. 
Kontra

k 

Terlamba
t 

Jml. 
Kontrak 

Terlamba
t 

Majelis 23 2 112 5 36 0 
Setjen 59 0 86 0 52 1 
Jml. 82 2 198 5 88 1 

Sumber: Aplikasi OM-SPAN (diolah) 

Selanjutnya permasalahan terdapat pada komponen indikator kinerja 

pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan (UP/TUP) yang 

digunakan untuk menilai efektivitas serta ketepatan waktu pertanggungjawaban 

oleh bendahara, efisiensi dalam pengelolaan jumlah dana UP/TUP, serta sejauh 

mana penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) diterapkan. Dalam perspektif 

manajemen keuangan publik, pengelolaan UP/TUP merupakan elemen yang krusial 

dalam menopang kelancaran pelaksanaan anggaran secara berkesinambungan 

(Ayulia dan Isnowati, 2025). Besaran alokasi UP yang dikelola Setjen MPR 

terbilang tidak proporsional apabila dibandingkan dengan kebutuhan uang muka 

yang diajukan oleh masing-masing unit kerja guna membiayai pelaksanaan 

kegiatan operasional setiap bulannya. Untuk itu bendahara mengajukan TUP 

dengan nominal cukup besar, namun dalam penggunaannya masih menyisakan 

saldo yang besar pula untuk disetor kembali ke kas negara. Sehingga 

menggambarkan pengelolaan kas oleh bendahara yang kurang efektif dan efisien.  

Tabel 1.11 Pengelolaan TUP Setjen MPR RI 

No. Satker 
Komponen 
Ketepatan 

Waktu 

Komponen Setoran TUP 

Jumlah TUP Jumlah Setoran % Penggunaan 

1 Setjen 1 terlambat 43.200.000.000 8.576.092.681 80,15% 
2 Majelis 0 terlambat 312.197.540.000 23.047.884.930 92,62% 

 
Sumber: Aplikasi OM-SPAN (diolah) 
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Penggunaan KKP di Setjen MPR juga menjadi pilihan bendahara untuk 

membiayai pengeluaran anggaran. Namun nominal penggunaannya justru terus 

menurun signifikan setiap tahun. Tahun 2024 penggunaan KKP mencapai Rp7,52 

miliar sedangkan Tahun 2025 menurun menjadi Rp2,97 miliar. Padahal dengan 

penerapan KKP untuk membiayai kegiatan operasional dan pengeluaran mendesak 

dapat meningkatkan efisiensi transaksi, mempercepat pelaporan keuangan, dan 

mengurangi risiko penyalahgunaan dana (Arsyad et al., 2025). 

Tabel 1.12 Penggunaan KKP di Setjen MPR RI Tahun 2024-2025 

 Periode 

UP KKP Satker Setjen UP KKP Satker Majelis 

Jumlah 
penggunaan 

KKP (juta) & 
% rata-rata 

 
Alokasi 

UP 
KKP 
(juta) 

Penggunaan 
KKP (juta) 

%  
  

 Alokasi 
UP KKP 

(juta) 

 
Penggunaan 
KKP (juta)  % 

  

 

2024 12.000 2.413 
20,11 

28.800 5.109 
17,74 

7.522  
(18,4%) 

2025 12.000 1.877 15,65 24.000 1.101 4,59 2.978 (8,28%) 

Sumber: Aplikasi OM-SPAN (diolah) 

Kendala juga terjadi pada Indikator Dispensasi Surat Perintah Membayar 

(SPM) yakni instrumen evaluasi yang digunakan untuk mengukur tingkat 

kepatuhan satuan kerja dalam menyampaikan SPM kepada KPPN menjelang 

berakhirnya tahun anggaran, sesuai dengan ketentuan regulasi yang telah ditetapkan 

oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui pedoman langkah-langkah akhir 

tahun anggaran. Secara teknis indikator ini memiliki sifat penalti dalam penilaian 

IKPA di mana setiap keterlambatan terhadap ketentuan batas waktu penyampaian 

SPM akan berdampak langsung sebagai faktor pengurang terhadap capaian nilai 

IKPA pada tingkat satuan kerja yang bersangkutan. Tahun 2024 terdapat 2 kali 

keterlambatan pengajuan SPM kepada KPPN sehingga berdampak pada 

pengurangan nilai IKPA sebesar satu poin yang semula 92,65 menjadi 91,65. 

Permasalahan kinerja pelaksanaan anggaran di Setjen MPR RI juga terdapat 

pada dimensi kualitas hasil pelaksanaan anggaran, yang diukur melalui indikator 

capaian output. Dalam pengukuran kinerja anggaran, capaian output berfungsi 
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sebagai alat evaluasi terhadap ketepatan waktu penyampaian data serta keberhasilan 

satuan kerja dalam mencapai target output. Data realisasi output yang disampaikan 

oleh Setjen MPR RI kepada KPPN melalui aplikasi SAKTI selalu tepat waktu, 

namun terdapat output kegiatan dalam Rincian Output (RO) yang tidak mencapai 

target sebagaimana telah ditetapkan dalam DIPA. Sedangkan dalam penganggaran 

berbasis kinerja menekankan pada   efisiensi   dan efektivitas   pengelolaan   

anggaran dengan mengutamakan pencapaian output dan outcome yang   selaras 

dengan   visi, misi,   dan   rencana strategis organisasi (Fatikasari dan Priyono, 

2025). Meskipun demikian nilai capaian output di Setjen MPR sudah sangat baik 

Tabel 1.13 Realisasi output kegiatan yang tidak mencapai target 

No. 
Nama 
Satker 

Uraian RO 
 Target 

RO  
Satuan 

 Realisasi 
RO  

 % 
Capaian 
Output 

1 Majelis 
Penerimaan Tamu Pimpinan 
MPR 

1.801  Kegiatan 1.671 
92,78% 

2 Majelis Rapat-Rapat MPR 10  Kegiatan 8 80,00% 

3 Majelis 
Temu Tokoh Nasional/ 
Kepemudaan/  Keagamaan/ 
Sivitas Akademika 

20  Forum 19 
95,00% 

4 Majelis 
Forum Dialog Fraksi/ 
Kelompok DPD 

52  Forum 45 
86,54% 

5 Majelis 
Pemasyarakatan Konstitusi 
Oleh Anggota MPR 

749.550  Orang 740.950 
98,85% 

6 Majelis 
Pemasyarakatan Konstitusi 
Oleh Badan Sosialisasi MPR 

60.420  Orang 54.826 
90,74% 

7 Setjen Layanan Prasarana Internal 4  Unit 3 75,00% 

Sumber: Aplikasi SAKTI dan OM-SPAN (diolah) 

Sekretariat Jenderal MPR RI dipilih sebagai lokus penelitian karena dari tujuh 

Lembaga Tinggi Negara, Setjen MPR RI merupakan Instansi dengan capaian nilai 

IKPA terendah kedua pada tahun 2024 dan masih jauh di bawah rata rata IKPA 

nasional tahun 2024 yaitu 96,14. Berikut adalah tabel perbandingan capaian nilai 

IKPA pada Lembaga Tinggi Negara Tahun 2024. 

 Tabel 1.14 Perbandingan nilai IKPA Lembaga Tinggi Negara 

No. Instansi IKPA 2024 

1 Mahkamah Agung 98,21 

2 Badan Pemeriksa Keuangan 97,45 
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No. Instansi IKPA 2024 

3 Mahkamah Konstitusi 95,70 

4 Komisi Yudisial 94,39 

5 Dewan Perwakilan Daerah 92,61 

6 Majelis Permusyawaratan Rakyat 91,65 

7 Dewan Perwakilan Rakyat 90,24 

Sumber: Data Sekunder 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2019 tentang Sekretariat 

Jenderal MPR RI, lembaga ini memiliki mandat strategis dalam mendukung 

pelaksanaan tugas konstitusional MPR RI melalui penyediaan dukungan 

administratif, teknis, dan keahlian profesional kepada Pimpinan, Anggota, dan Alat 

Kelengkapan MPR. Mandat tersebut menuntut terselenggaranya kegiatan 

kelembagaan secara tepat waktu dan berkualitas, sehingga kinerja pelaksanaan 

anggaran menjadi faktor kunci dalam menjamin kelancaran dukungan layanan 

kelembagaan. Setjen MPR RI mengelola anggaran dengan nilai yang besar 

mencapai Rp924,54 miliar pada Tahun 2024, sehingga ketidakefisienan atau 

ketidaktertiban pelaksanaan anggaran berpotensi menimbulkan dampak yang 

signifikan, baik terhadap kualitas belanja maupun pencapaian output kegiatan.  

Dalam struktur penganggarannya, Setjen MPR RI mengelola anggaran 

melalui 2 Unit Kerja Eselon I (UKE 1) yaitu :  

(1) Deputi Bidang Administrasi yang terdiri dari satker Sekretariat Jenderal (kode 

satker 000017); dan 

(2) Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi yang membawahi 

satker Majelis (kode satker 000021). 

Kementerian Keuangan menerapkan evaluasi pelaksanaan anggaran melalui 

penilaian IKPA secara berjenjang dan terstruktur yang dimulai dari level satuan 

kerja sebagai unit terkecil, kemudian dikonsolidasikan pada tingkat unit eselon I, 

dan pada akhirnya diakumulasikan secara menyeluruh pada tingkat K/L. Informasi 

hasil penilaian tersebut dapat dipantau melalui Online Monitoring Sistem 

Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) yang tersedia pada laman  

https://spanint.kemenkeu.go.id/ dan monev.kemenkeu.go.id.  
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Gambar 1.5 Struktur Pengelolaan Anggaran dan jenjang penilaian IKPA 
Setjen MPR RI  

 
 

Sesuai dengan gambar 1.5 di atas, nilai IKPA Setjen MPR RI merupakan hasil 

konsolidasi dari capaian nilai IKPA pada dua unit eselon I yang terdiri dari Satker 

Sekretariat Jenderal dan Satker Majelis.  

Urgensi penelitian ini didasarkan pada kondisi bahwa kinerja pelaksanaan 

anggaran Setjen MPR RI dalam periode tahun anggaran 2023 hingga 2024 belum 

mampu memenuhi target IKPA sebesar 95 yang telah diperjanjikan secara formal 

dalam dokumen Perjanjian Kinerja, bahkan berada di bawah rata-rata capaian 

nasional sebesar 96,14 pada tahun anggaran 2024. Kondisi tersebut 

mengindikasikan adanya persoalan proses pelaksanaan anggaran yang berpotensi 

menurunkan kualitas belanja pada instansi yang mengelola anggaran besar yaitu 

Rp924,54 miliar pada 2024. Fenomena revisi DIPA yang meningkat, deviasi 

Halaman III DIPA yang jauh di atas batas toleransi, penyerapan belanja modal yang 

menumpuk pada triwulan IV, serta rendahnya pemanfaatan KKP mencerminkan 

adanya gap antara tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan anggaran serta belum 

optimalnya modernisasi transaksi belanja operasional.  

Capaian IKPA dapat dijadikan gambaran kualitas pelaksanaan belanja di 

instansi pemerintah berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan 

transparansi. Hal ini sejalan dengan amanat Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 
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tentang perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024 yang menegaskan 

bahwa salah satu sasaran strategis reformasi birokrasi nasional adalah terwujudnya 

tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas. Pengukuran 

akuntabilitas tersebut dilakukan melalui capaian IKPA pada Kementerian atau 

Lembaga yang memperoleh kategori baik. Dengan demikian, capaian IKPA 

berkontribusi langsung sebagai faktor pendorong peningkatan nilai Reformasi 

Birokrasi di tingkat Kementerian/Lembaga. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, peneliti akan menganalisis faktor-

faktor yang menyebabkan tidak maksimalnya capaian IKPA Setjen MPR RI yang 

berfokus pada empat komponen indikator yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III 

DIPA, Penyerapan Belanja Modal, dan Pengelolaan UP KKP sehingga dapat 

merumuskan strategi peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran di masa 

mendatang.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Sebagaimana fenonema yang telah diuraikan pada latar belakang masalah, 

maka dapat diidentifikasi permasalahan terkait kinerja pelaksanaan anggaran pada 

instansi Sekretariat Jenderal MPR RI. Adapun permasalahan dalam penelitian ini 

yaitu:   

1. Hasil nilai IKPA di Setjen MPR RI belum mencapai target yang ditetapkan 

dalam Perjanjian Kinerja. 

2. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran masih di bawah rata-rata 

nasional. 

3. Jumlah revisi DIPA dalam satu tahun anggaran masih cukup tinggi.    

4. Terjadi gap (deviasi) cukup tinggi antara rencana penarikan dana dengan 

realisasi belanja.  

5. Penyerapan anggaran belanja modal sangat rendah pada triwulan I-III. 

6. Nominal penggunaan KKP untuk membiayai belanja masih kecil. 
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C. Rumusan Permasalahan 

 Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengapa kinerja pelaksanaan anggaran pada komponen indikator Revisi 

DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Belanja Modal, dan 

Pengelolaan UP KKP belum optimal? 

2. Bagaimana strategi meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran di 

Sekretariat Jenderal MPR RI? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya kinerja 

pelaksanaan anggaran pada komponen indikator Revisi DIPA, Deviasi 

Halaman III DIPA, Penyerapan Belanja Modal, dan Pengelolaan UP KKP 

di Sekretariat Jenderal MPR RI. 

2. Merumuskan strategi peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran di 

Sekretariat Jenderal MPR RI. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rumusan strategi untuk 

meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran sehingga berdampak terhadap 

pengelolaan keuangan di Setjen MPR RI yang lebih efektif, efisien, dan 

akuntabel sesuai prinsip good governance. 

2. Manfaat Akademis 

Dari sisi akademis, temuan studi ini diharapkan memberikan wawasan 

tentang permasalahan, penyebab, dan alternatif solusi pada implementasi 

penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran di lingkungan K/L yang 

dapat dijadikan referensi untuk pengembangan penelitian-penelitian 

selanjutnya dalam bidang administrasi keuangan negara. 
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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Hasil analisis melalui wawancara dan telaah dokumen yang telah diuraikan 

pada Bab IV maka dapat disimpulkan bahwa belum optimalnya kinerja pelaksanaan 

anggaran di Sekretariat Jenderal MPR RI pada indikator Revisi DIPA, Deviasi 

Halaman III DIPA, Penyerapan Belanja Modal, Pengelolaan UP KKP dipengaruhi 

oleh faktor-faktor yang berasal dari internal organisasi maupun faktor-faktor yang 

berasal dari eksternal kelembagaan. Selanjutnya, berdasarkan faktor-faktor 

dominan yang teridentifikasi pada setiap indikator, dirumuskan strategi 

peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran secara spesifik per indikator sebagai 

tindak lanjut terhadap akar permasalahan yang ditemukan, sebagaimana diuraikan 

dalam simpulan berikut: 

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada 

Komponen Indikator Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan 

Belanja Modal, dan Pengelolaan UP KKP di Sekretariat Jenderal MPR RI  

a. Faktor Yang Mempengaruhi Indikator Revisi DIPA 

Nilai indikator Revisi DIPA mengalami penurunan dari 100 pada tahun 

2023 menjadi 90 pada tahun 2024, seiring dengan meningkatnya total frekuensi 

revisi dari 31 kali menjadi 40 kali. Terdapat faktor dominan yang mempengaruhi 

kinerja indikator ini: 

1) Perencanaan anggaran awal yang belum cukup matang, yang tercermin dari 

tingginya frekuensi revisi DIPA. Hal ini mengindikasikan bahwa penyusunan 

anggaran belum sepenuhnya didasarkan pada perencanaan kegiatan yang 

rinci dan realistis; 

2) Kebijakan fiskal nasional khususnya mekanisme automatic adjustment dan 

efisiensi anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat membuat satuan kerja 

melakukan excercise kembali terhadap anggaran kegiatannya yang pada 

akhirnya melakukan revisi DIPA. 
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3) Karakteristik lembaga MPR RI yang merupakan lembaga politik sehingga 

kegiatannya dinamis terutama perubahan mendadak pada agenda kegiatan 

Pimpinan dan Anggota MPR sehingga unit kerja khususnya di bawah Satker 

Majelis sering melakukan penyesuaian anggaran; 

b. Faktor Yang Mempengaruhi Indikator Deviasi Halaman III DIPA 

Indikator Deviasi Halaman III DIPA menjadi indikator dengan nilai paling 

rendah dalam keseluruhan komponen IKPA Setjen MPR RI yang selalu 

mendapat penilaian berkategori Kurang. Terdapat faktor dominan yang 

mempengaruhi tingginya deviasi ini : 

1) Metode penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) awal tahun dilakukan 

pro rata yang disebabkan oleh ketidaktersediaan data kebutuhan kas yang 

akurat dari unit kerja pada saat penyusunan anggaran di tahun sebelumnya; 

2) Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara tim penyusun anggaran dengan 

tim pelaksana anggaran sehingga data RPD yang disajikan tidak didasarkan 

pada informasi rencana kegiatan yang akurat dari unit kerja; 

3) Melewatkan jadwal pemutahiran RPD dikarenakan bersamaan dengan jadwal 

antara pemutakhiran RPD dengan penyelesaian revisi DIPA dengan 

kewenangan Kanwil dan DJA; 

4) Rendahnya perhatian (concern) pejabat terkait terhadap urgensi akurasi RPD 

serta belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus 

penyusunan RPD. 

c. Faktor Yang Mempengaruhi Indikator Penyerapan Belanja Modal 

Penyerapan belanja modal di Setjen MPR RI menunjukkan pola yang tidak 

proporsional (menumpuk di triwulan III – IV). Beberapa faktor yang 

mempengaruhi adalah: 

1) Masih terdapatnya blokir anggaran di awal tahun akibat kebijakan efisiensi 

anggaran dan kekurangan dokumen administrasi saat pengajuan anggaran;  

2) Adanya permintaan pengadaan belanja modal mendadak yang tidak terencana 

dalam DIPA dari unit pengguna yang memerlukan proses revisi anggaran 

terlebih dahulu; 
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3) Belum optimalnya mekanisme monitoring realisasi belanja modal secara 

spesifik dan terjadwal; 

d. Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan UP Kartu Kredit Pemerintah 

(KKP) 

Faktor yang mempengaruhi rendahnya penggunaan KKP di Sekretariat 

Jenderal MPR RI adalah: 

1) Keterbatasan infrastruktur penerimaan KKP di merchant, sebagian besar 

merchant juga belum menyediakan fasilitas payment link sehingga transaksi 

KKP mengharuskan kartu dibawa secara fisik ke lokasi, sementara jumlah 

kartu KKP yang tersedia sangat terbatas; 

2) Keterbatasan jumlah kartu fisik KKP, di mana saat ini hanya berjumlah dua 

unit pada setiap Satker. Sehingga transaksi hanya terbatas pada Bendahara 

Pengeluaran sebagai pemegang kartu fisik. 

3) Belum ditetapkannya target besaran penggunaan KKP di Setjen MPR dalam 

satu tahun, sehingga tidak terdapat dorongan bagi Bendahara dan Bendahara 

Pengeluaran Pembantu (BPP) untuk meningkatkan jumlah transaksi KKP. 

 

2. Strategi Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Sekretariat Jenderal 

MPR RI 

Berdasarkan faktor-faktor dominan yang teridentifikasi pada masing-masing 

indikator, dirumuskan strategi peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran per 

indikator sebagai berikut: 

a. Strategi pada Indikator Revisi DIPA: penguatan kualitas perencanaan anggaran 

berbasis kegiatan yang rinci dan realistis sejak tahun sebelumnya (T-1) untuk 

menekan revisi administratif yang berulang; penataan kalender revisi tahunan 

sesuai pedoman internal serta penyiapan skala prioritas dan skenario 

penyesuaian agar kebijakan efisiensi dan automatic adjustment dapat direspons 

melalui revisi yang terukur; serta sosialisasi mekanisme penilaian IKPA kepada 

seluruh level pengelola anggaran khususnya pejabat Eselon II, yang diperkuat 
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dengan pendelegasian target IKPA secara formal melalui Perjanjian Kinerja di 

setiap unit Eselon II. 

b. Strategi pada Indikator Deviasi Halaman III DIPA: penyusunan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) khusus penyusunan dan pemutakhiran RPD agar 

metode pro rata digantikan oleh RPD yang berbasis rencana kegiatan riil; 

penguatan koordinasi antara tim penyusun anggaran, unit kerja pelaksana, dan 

Bagian Perencanaan, termasuk identifikasi jenis belanja yang dapat diprediksi 

(belanja pegawai, langganan daya dan jasa, serta kontrak belanja modal); serta 

penataan jadwal pemutakhiran RPD agar tidak bersamaan dengan revisi 

kewenangan Kanwil DJPb dan DJA, disertai penetapan dokumen RPD terbaru 

sebagai syarat mutlak setiap pengajuan revisi DIPA dan monitoring berkala oleh 

pimpinan. 

c. Strategi pada Indikator Penyerapan Belanja Modal: percepatan pelaksanaan 

kontrak dini sejak Triwulan I melalui penyusunan Rencana Umum Pengadaan 

(RUP) yang rinci sebelum tahun anggaran dimulai dan pemanfaatan e-katalog 

terintegrasi; kelengkapan dokumen administrasi (TOR, RAB, dan dokumen 

pengadaan) sejak tahap penyusunan anggaran untuk menekan blokir anggaran, 

disertai reviu ketepatan akun oleh APIP; serta penguatan monitoring realisasi 

belanja modal secara spesifik dan terjadwal berbasis aplikasi OM-SPAN dan 

SAKTI. 

d. Strategi pada Indikator Pengelolaan UP KKP: penetapan target penggunaan 

KKP yang terukur per triwulan dalam satu tahun anggaran sebagai acuan 

mengikat bagi Bendahara dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP); 

penambahan jumlah fisik kartu KKP untuk komponen pembayaran perjalanan 

dinas guna memperluas cakupan transaksi non-tunai; serta mitigasi risiko 

penyalahgunaan melalui SOP dan penetapan jenis belanja yang wajib 

menggunakan KKP, dilengkapi pemanfaatan pembinaan Kementerian 

Keuangan dan koordinasi dengan bank penerbit untuk mengatasi kendala 

infrastruktur. 
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B. Saran 

Berdasarkan simpulan penelitian di atas maka peneliti memberikan saran 

praktis dan saran akademis sebagai berikut: 

1. Saran Praktis 

1. Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen agar melakukan 

monitoring dan evaluasi kepada seluruh unit kerja Eselon II pada saat 

menyampaikan rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran dilengkapi data 

dukung administrasi yang lengkap dan memadai, hal ini untuk menghindari 

blokir anggaran awal tahun sehingga anggaran dapat segera direalisasikan serta 

mengurangi kebutuhan revisi di tahun berjalan. 

2. Untuk meningkatkan akurasi RPD, setiap Pejabat Pembuat Komitmen 

mengidentifikasi jenis belanja dan pembayaran tagihan yang bersifat rutin 

seperti pembayaran gaji (belanja 51), pembayaran rutin belanja langganan daya 

dan jasa (listrik, telepon, air), dan kontrak kontrak belanja modal yang dapat 

diprediksi jatuh tempo pembayarannya.  Selain itu perlu mengidentifikasi pagu 

blokir, anggaran yang masih terblokir diidentifikasi sebagai anggaran yang akan 

diserap pada triwulan III-IV.  Identifikasi terhadap pembayaran rutin dan pagu 

blokir tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen RPD. Dokumen RPD pada 

saat pengajuan Revisi DIPA oleh unit kerja eselon II menjadi syarat mutlak 

dipenuhi agar data RPD dapat diupdate secara rutin oleh Bagian Perencanaan 

Biro Perencanaan dan Keuangan. 

3. PPK agar menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) belanja modal secara 

rinci sebelum tahun anggaran dimulai dan mengidentifikasi seluruh paket yang 

dapat dilaksanakan dengan target penandatanganan kontrak selambat-lambatnya 

pada Triwulan I dan melakukan monitoring dan evaluasi berkala penyerapan 

belanja modal. 

4. Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan target jumlah pembayaran dalam 

setahun yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah dan menetapkan jenis 

pembayaran yang wajib menggunakan KKP. Selain itu jumlah fisik kartu kredit 

harus ditambah yang selama ini hanya 2 buah menjadi minimal 4 buah yang 
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dapat dibawa oleh pelaksana perjalanan dinas untuk pembayaran akomodasi 

hotel. Dalam implementasinya KPA melakukan monitoring dan evaluasi secara 

berkala.  

2. Saran Akademis 

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan analisis dengan 

menggunakan metode campuran (mixed methods) yang menggabungkan analisis 

kualitatif dan kuantitatif, sehingga faktor-faktor yang teridentifikasi dalam 

penelitian ini dapat diuji pengaruhnya terhadap nilai IKPA. 

2. Penelitian ini mempunyai keterbatasan pada informan kunci yaitu level tertinggi 

hanya pejabat Eselon IV. Penelitian selanjutnya dapat menambah informan 

kunci dari Pejabat yang mempunyai kewenangan strategis dalam pengelolaan 

keuangan seperti Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan 

Pejabat Eselon I dan Eselon II agar diperoleh gambaran kinerja pelaksanaan 

anggaran pada level strategis pembuat kebijakan.  

3. Penelitian selanjutnya dapat memperluas fokus penelitian pada seluruh delapan 

komponen IKPA, termasuk komponen Belanja Kontraktual, Penyelesaian 

Tagihan, dan Capaian Output, sehingga analisis faktor-faktor kinerja 

pelaksanaan anggaran dapat bersifat komprehensif dan memberikan gambaran 

yang lebih lengkap mengenai tata kelola anggaran pada lembaga negara. 
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